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ABSTRACT
The Community Service Program partners with the people of Jambanan Village, Sidoharjo District, Sragen Regency. There needs to be effective and sustainable socialization of the Law Awareness Family (Kadarkum) to overcome the lack of understanding of the law so that people really understand the importance of law. The activity method begins with the preparation stage, then the implementation stage and finally the reporting stage which is planned to be completed within 3 months. The research results show. The results and outputs of the activities after the implementation of the program have been achieved, that is, after the socialization was carried out, the community experienced an increase in knowledge and understanding of the importance of legal awareness in social life, therefore there is a need for synergy between related Ministries or Institutions in formulating programs that are sustainable and evaluated annually, one of which is through integrated legal counseling so that the program is expected to be focused, not overlapping, right on target and effective in disseminating information in order to increase legal awareness of the people of Jambanan Village, Sidoharjo District.
Keywords: Village/Kelurahan Formation, Legal Awareness.

ABSTRAK
Program Pengabdian kepada Masyarakat bermitra dengan masyarakat Desa Jambanan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen.. Perlu adanya sosialisasi Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) secara efektif dan berkesinambungan untuk mengatasi kurangnya pemahaman tentang hukum sehingga masyarakat benar-benar memahami pentingnya hukum.. Adapun metode kegiatan diawali dengan tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan dan terakhir tahap pelaporan yang direncanakan selesai dalam jangka waktu 3 bulan. Hasil penelitian menunjukkan. Hasil dan luaran kegiatan setelah dilaksanakan program telah tercapai yaitu, masyarakat setalah diadakan sosialisasi mengalami peningkatan pengetahuan dan paham akan pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu perlu adanya sinergi antar Kementerian atau Lembaga terkait dalam merumuskan program yang berkelanjutan dan dievaluasi setiap tahunnya salah satunya melalui penyuluhan hukum terpadu sehingga diharapkan progam itu fokus, tidak tumpang tindih, tepat sasaran dan efektif dalam penyebarluasan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo. 
Kata Kunci : Pembentukan Desa/Kelurahan, Kesadaran Hukum.
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Dalam pengabdian masyarakat ini khalayak sasaran yang ditentukan
untuk diberikan sosialisasi/penyuluhan adalah warga Desa Jambanan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen. Dipilihnya warga Desa Jambanan tersebut
sebagai mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan topik Sosialisasi Desa Sadar Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum, mengingat masih minimnya tingkat kesadaran hukum masyarakat saat ini. Hukum dipandang sebagai salah satu aspek yang penting didalam masyarakat dengan tujuan untuk merealisasikan terbentuknya suatu masyarakat yang nyaman dan berkeadilan. Peranan hukum diharapkan lebih dominan karena hukum merupakan peraturan yang bersifat perintah, mengikat dan disertai sanksi bagi mereka yang pelanggarnya yang bertujuan untuk mengatur ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat khususnya masyarakat Jambanan. Sikap masyarakat yang sadar akan hukum sangat dibutuhkan guna mencapai ketentraman, ketertiban, kepastian dan menegakkan supremasi hukum. 
Pada kenyataannya penyimpangan hukum di masyarakat masih marak terjadi mulai dari pelanggaran terhadap aturan hukum hingga kejahatan yang sifatnya merugikan dan mengancam ketenteraman masyarakat belum sepenuhnya dapat dicegah dan diatasi. Terciptanya sebuah aturan hukum ternyata belum cukup untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat, hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.[footnoteRef:1] [1:  Yuliasari, Affandi & Muthaqin. Pelaksanaan Program Desa Sadar Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Trusmi Wetan, Jurnal Civicus, Vol. 19, No. 2, Desember 2019, pp. 39-48 e-ISSN: 2656-3606 p-ISSN: 1412-5463, hlm. 40.  ] 

Kesadaran hukum merupakan salah satu unsur yang sangat esensial dalam mencapai nilai dan tujuan hukum. Dimana keharmonisan dapat terselenggara apabila
seorang warga negara mempunyai kesadaran akan hukum yang berlaku dan hidup di
negaranya, hal tersebut dibutuhkan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta memajukan kesejahteraan umum.[footnoteRef:2] Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan suatu dasar bagi terwujudnya nilai dan tujuan hukum, karena apabila hukum yang ada di dalam masyarakat dilaksanakan dengan penuh kesadaran maka nilai-nilai kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan serta tujuan hukum untuk mencapai kemakmuran, kebahagiaan dan ketertiban bagi masyarakat yang menjalankannya pun akan terwujud. [2:  Muthaqin, D.I. Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Kegiatan Perbankan Tanpa Izin sebagai Bentuk Kejahatan Korporasi. Jurnal Civicus, Vol. 20, No. 2, 2016, hlm. 13.] 

Dalam pengabdian ini terdapat permasalahan yakni apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum sehingga nantinya masyarakat dapat mematuhi keberadaan hukum serta bagaimana upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum di dalam masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Metode Pelaksanaan 
Dalam pengabdian masyarakat, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting untuk mencapai keberhasilan pengabdian masyarakat. Beberapa tahapan untuk melengkapi data-data dalam pengabdian masyarakat ini diantaranya meliputi:
1. Tahapan Kegiatan
a. Tahap Persiapan
1) Identifikasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat; 
2) Pembentukan Tim disesuaikan dengan jenis kepakaran untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat;
3) Perencanaan pelaksanaan program secara konseptual, operasional dan job describtion dari tim dan masyarakat;
4) Pembuatan pembuatan materi sosialisasi.
b. Tahap Pelaksanaan
1) Sosialisasi Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
2) Sosialisasi kepada masyarakat mengenai hukum sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum guna terciptanya ketentraman, ketertiban, kepastian dan menegakkan  keadilan di masyarakat. Kegiatan dilakukan dengan pemaparan dan diskusi.
2. Metode Pendekatan
a. Sosialisasi
Program pengabdian kepada masyarakat diawali dengan sosialisasi Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Kemudian dilanjutkan materi kedua yakni upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Tentunya materi-materi yang disampaikan tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. 
b. Diskusi
Setelah materi selesai dipaparkan, dilanjutkan dengan diskusi berupa tanya jawab antara pemateri dengan peserta. Diskusi dilakukan agar peserta lebih memahami materi yang telah disampaikan. Melalui diskusi, sosialisasi tidak hanya sekedar sebagai transfer knowledge saja melainkan dapat sharing pengalaman maupun permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat.
c. Partisipasi Masyarakat.
Peserta PKM yaitu masyarakat Desa Jambanan, Kec. Sidoharjo, Kabupaten Sragen. Peserta yang terlibat berjumlah 40 Peserta. Peserta tersebut
merupakan masyarakat desa yang belum memahami terkait hukum dan apa itu yang disebut dengan desa sadar hukum. Adapun partisipasi mitra dalam program PKM meliputi:
1) Peserta terlibat secara keseluruhan dalam program PKM meliputi perumusan permasalahan, perencanaan program, penjadwalan kegiatan, pelaksanaan program;
2) Peserta berperan aktif dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan
Hasil dan Pembahasan
Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun perubahan-perubahan di masyarakat terjadi lebih cepat dan menyentuh semua bidang dan sektor kehidupan dan disinilah peranan hukum diharapkan lebih dominan menjadi komponen yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebagai tombak utama dan  cara untuk memelihara, mengatur, mengarahkan dan melindungi masyarakat. Tanpa kesadaran hukum, tujuan hukum untuk melindungi masyarakat serta menjamin kepastian hak dan kewajiban warganya sehingga tercipta masyarakat yang aman, tentram, adil, makmur dan sejahtera tidak akan dapat terwujud. 
Lemahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan dan produk hukum salah satu penyebabnya adalah karena rendahnya pendidikan juga karena akses terhadap sumber-sumber hukum yang ada selama ini masih sangat terbatas. Hal ini terutama dialami oleh masyarakat yang berada di daerah pinggiran. Akibat dari ketidaktahuan terhadap hukum, masyarakat menjadi ladang bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan pribadi. Maka dari itu sangat penting untuk turut berpartisipasi aktif untuk mendorong terciptanya kelompok-kelompok masyarakat yang melek dan sadar hukum. Selain itu partisipasi aktif ini merupakan salah satu upaya percepatan menuju desa mandiri dan berdaulat yakni membangun sumber daya manusia yang berbudaya hukum. 
Masalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat diatasi melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. Kebijakan yang dimaksud disini yakni kebijakan yang mengatur ruang publik atau biasa disebut sebagai kebijakan publik. Penyuluhan hukum sebagai kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah rendahnya kesadaran hukum dapat dilaksanakan melalui beberapa program, salah
satunya adalah program penyuluhan hukum yang direalisasikan melalui pembentukkan desa sadar hukum.
Program penyuluhan hukum bertujuan untuk mewujudkan kesadaran
hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat
menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara
dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai pendukung penyelenggaraan negara hukum di Indonesia. Untuk menjadi desa sadar hukum, suatu desa harus memenuhi kriteria dan melewati beberapa proses pembentukan yang diatur dalam Peraturan Kepala BPHN Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Simpulan
Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh 2 dosen yaitu Ketua Dr. Ir. Liana Endah Susanti, S.H., M.Kn dan Dwi Edi Wibowo, S.H, M.Hum pada tanggal 16 Mei 2023 di Desa Jambanan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen dengan tema “Sosialisasi Desa Sadar Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum”.
Dalam acara tersebut dihadiri oleh masyarakat khususnya Desa Jambanan, dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan telah berhasil dengan baik, masyarakat sebagai peserta sangat antusias dalam mengikuti tahapan demi tahapan kegiatan sosialisasi mengenai desa sadar hukum.
Dengan adanya kegiatan pengabdian pada masyarakat ini maka:
1. Sosialisasi hukum ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan masyarakat khususnya Desa Jambanan untuk menaati hukum sehingga dapat mengurangi dan menghindari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Masyarakat juga memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai pentingnya menaati aturan hukum guna mewujudkan tujuan hukum yaitu melindungi masyarakat serta menjamin kepastian hak dan kewajiban warganya sehingga tercipta masyarakat yang aman, tentram, adil, makmur dan sejahtera.
2. Sosialisasi hukum ini memberikan manfaat edukasi sebagai upaya untuk
mewujudkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik
sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam
sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum serta
menghormati hak asasi manusia. 
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